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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURANDAERAHKABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

 

NOMOR 1 TAHUN 2019 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2017 

PERIZINAN, PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN  

SARANG BURUNG WALET 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin maraknya 

pembangunan sarang burung walet di wilayah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan, perlu dilakukan peninjauan kembali 

terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang 

Perizinan, Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung 

Walet; 

b. bahwa untuk kepastian hukum dalam perizinan mendirikan 

bangunan, Peraturan Daerah yang mengatur tentang 
perizinan, pengelolaan, dan pengusahaan sarang burung 

walet terutama tentang pengaturan jarak bangunan dengan 

fasilitas umum perlu dilakukan perubahan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 

Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pengelolaan Pengusahaan 

Sarang Burung Walet; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820) ; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3419); 

4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3495); 
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5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 

tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4401); 

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 

2009 Nomor 140, Tambahan Negara Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang 

Penolakan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan 
(Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3101); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang 
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 

1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253). 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010  tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5145);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3804); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 

Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 2); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 

Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12); 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  

dan 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

 
MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN, 

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG 

WALET. 
 

 

Pasal I 

 
Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15) dihapus, 
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Sarang Burung Walet diluar habitat alami dikelola dan dibudidayakan oleh 

orang pribadi dan atau badan usaha. 

(2) Sarang BurungWalet yang  berada di habitat buatan di luar habitat alami 

meliputi: 

a. Bangunan; dan 

b. Gedung. 
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(3) Bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperbolehkan 

paling tinggi 20 (duapuluh) meter dengan ketentuan bentuk bangunan dibuat 
sedemikian rupa sehingga menyerupai bangunan rumah/ruko dengan 

memperhatikan kualitas dan keindahan bangunan sesuai denganketentuan 

yang berlaku. 

(4) Dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal15 Januari 2019 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 

TTD 
 

HUBRIANSYAH 

Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 15 Januari 2019 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 

TTD 
 

ACHMAD FIKRY 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2019 NOMOR 1….…. 
 

NOREGPERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI 

KALIMANTAN SELATAN: (2, 3/2019) 
 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PER-UU-AN, 

 

 
 

H. ZAINI FAHRI, S.H., M.Si. 
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PENJELASAN 

ATAS 
 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

 
NOMOR 1 TAHUN2019 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2017  

TENTANG PERIZINAN,  PENGELOLAAN DAN  PENGUSAHAAN 
SARANG  BURUNG  WALET 

 

 

I. UMUM  

 

Bahwa sehubungan dengan berkembangnya dan semakin maraknya 

pembangunan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan, maka diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan 

dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengelolaan 

dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. 

Bahwa untuk kepastian hukum dalam perizinan mendirikan bangunan, 

ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perizinan, 

Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang mengatur tentang 
perizinan, pengelolaan, dan pengusahaan sarang burung wallet terutama 

tentang pengaturan jarak bangunan dengan fasilitas umum perlu dilakukan 

perubahan. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal I  
Cuku pjelas. 

 

Pasal II 
Cukup jelas. 

 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  

NOMOR 1 
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